" MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN

PANITERA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 18 /PAN/SK/INT/X/2009

TENTANG

KEGIATAN PELAKSANAAN BANTUAN HUKUM UNTUK PERKARA
PRODEO DI PERADILAN UMUM TINGKAT PERTAMA DAN BANDING

SELURUH INDONESIA

PADA PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM
DI UNIT KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG - RIL

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

bahwa untuk terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk
perkara prodeo di Peradilan Umum Tingkat Pertama dan Banding Seluruh
Indonesia pada Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
pada Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung RI, maka perlu diadakan
koordinasi pelaksanaan kegiatan kepada para Pejabat dilingkungan
Peradilan Umum Tingkat Pertama dan Banding Seluruh Indonesia ;

bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud dapat terlaksana dengan tertib
dan lancar, perlu dibentuk Panitia Pelaksana ;

bahwa nama/pejabat yang ditunjuk dan tercantum dalam Keputusan ini V'

dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut ;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung —
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan
Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan yang terakhir dengan Undang-
Undang No.3 Tahun 2009 ;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara ; _
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara ;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 tahun 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara



Menetapkan :

PERTAMA

KEDUA

sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan keputusan Presiden
Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004 ;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang

Perubahan Keenam atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Instansi Pemerintah ;

. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 01

A/PAN/INT/SK/I/2009 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung - RI Tahun Anggaran 2009 ;

. Keputusan Sekretaris Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 01 B/PAN.1/INT/SK/I/2009 tanggal 5 Januari 2009-
tentang Penunjukan Pejabat Penangung Jawab Kegiatan/Pembuat
Komitmen, Pejabat Penguji Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pejabat
Penandatangan Surat Perintah Membayar (SPM), Bendahara Pengeluaran
dan Bendahara Pemegang Uang Muka Cabang di Lingkungan
Kepaniteraan Mahkamah Agung — RI Tahun Anggaran 2009 ;

. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepaniteraan Mahkamah

Agung — RI  Nomor : 0002.0/005 — 02.1/-/2009, tanggal 31 Desember
2008 ;

MEMUTUSKAN :

Membentuk Panitia Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk perkara
prodeo di Peradilan Umum Tingkat Pertama dan Banding Seluruh
Indonesia pada Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum

pada Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;

Menunjuk Panitia Kegiatan Pelaksanaan Bantuan Hukum untuk perkara
prodeo di Peradilan Umum Tingkat Pertama dan Banding Seluruh
Indonesia pada Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum
pada Unit Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dengan

susunan sebagai berikut :



A. PEMBINA DAN PENASEHAT KEGIATAN :

1. H. SAREHWIYONO M, SH. MH.
2. HR.M.ANTON SUYATNO, SH.,M.Hum.

B. PANITIA PELAKSANA :

Ketua I : PARTO HUTOMO, SH. MM.
Ketua II : HERRY LASMONO, SH. MH.
Bendahara : 1. HELLY SARI PUSPA DEWI

2. MUTIA WIDYAWATI, SE.

Sekretaris BAHERAMSYAH, SH. MH.

ROSIDA TAMBUNAN, SH.

N —

Anggota SUNARYA, SH. (U)
MIHARTI VERLIANI, SH
GINA UMININGSIH, SH.
LELY SRI SURYATI, SH. MM.
ASITHANA
SUSI KARYAWATI, SE
SUKATNO
PRAMUDITA SUWARNI
SUNARTI

11. RANO

12. SUROTO, SH

13. SUNARYA, SH (KEU)

13. Rr. HARNINGSIH ARIFIN

14. SRI WAHYUNI
(15. MURNIATI

16. PURWANTI, SH

17. DEBBI AGUMA

18. LASIMAN SURADI

19. ABU BAKAR

20. MARGI PURWANDANI, ST

21. WARDHANI, SH

22. SIDIQ, SH

23. DEWI ANGGRAENI

24. SUKOCO

KETIGA :  Panitia bertugas mulai tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan 11
Desember 2009.

L B T B L

—
=



KEEMPAT

KELIMA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Surat
Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Kepaniteraan Mahkamah Agung — RI Tahun 2009 ;

Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Mahkamah Agung — RI ;

2. Sekretaris Kepaniteraan MA — R1 ;

3. Bendahara Unit Kepaniteraan MA - RI ;

4. Pemegang Uang Muka pada Program Peningkatan
Pelayanan dan Bantuan Hukum pada Unit
Kepaniteraan =~ Mahkamah  Agung  Republik
Indonesia Tahun Anggaran 2009 ;

PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang
bersangkutan untuk  dilaksanakan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkandi  : JAKARTA
Pada tanggal : 30 Oktober 2009

AMAHKAMAH AGUNG - R1I




